LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.192, 2012 AGREEMENT. Pengesahan. Visa. Paspor. Dinas.
Indonesia - Kyrgyzstan. Pembebasan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGYZSTAN MENGENAI PEMBEBASAN
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND THE GOVERNMENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC ON VISA
EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
AND SERVICE PASSPORTYS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 23
September 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah
menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan mengenai
Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan
Dinas (Agreement between the Government of the Republic
of Indonesia and the Government of the Kyrgyz Republic on
Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service
Passports), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-
delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Kyrgyzstan;
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan
tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
PERSETU-JUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGYZSTAN
MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR
DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC ON VISA
EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE
PASSPORTS).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Kyrgyzstan mengenai Pembebasan Visa Bagi
Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the
Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kyrgyz
Republic on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports)
yang telah ditandatangani pada tanggal 23 September 2011 di New York,
Amerika Serikat, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa
Kyrgyz, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam
Bahasa Indonesia, Bahasa Kyrgyz, dan Bahasa Inggris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam
Bahasa Inggris.

Pasal 3
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2012

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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REFUBLIH INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK KYRGYZSTAN
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN
DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan
selanjutnya disebul *Para Pihak”,

MENIMBANG hubungan persahabatan yang terjalin antara kedua negara;

BERHASRAT untuk memperkuat hubungan tersebut lebih lanjut, secara
timbal balik, dengan memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik
dan paspor dinas Republik Indonesia dan Republik Kyrgyzstan ke masing-
masing negara;

SESUAI dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di
masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berixut :

Pasal 1
Pembebasan Visa

Warga negara Republik Indonesia dan Republik Kyrgyzstan, pemegang
paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan
untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah dan finggal di wilayah
negara Fihak lainnya untuk suatu jangka waktu yang tidak melebini 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal masuk.

Pasal 2
Masa Berlaku Paspor yang Sah

Masa berlaku paspor diplomatik dan dinas yang sah darl warga negara
Para Pihak wajib sekurang-kurangnya & (enam} bulan pada hari memasuki
wilayah negara Pihak lainnya,

Pasal 3
Pembatasan Visa

Pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah dari Para Pihak
sebagaimana dirujuk dalam Persetujuan ini dapat memasuki, mengunjungi
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dan meninggalkan wilayah negara Pihak lainnya di setiap ik yang
diizinkan oleh pihak imigrasi yang berwenang tanpa pembatasan apapun
kecuali di tempat-tempat yang ditentukan bagi syarat-syarat keamanan,
migrasi, bea cukai, kesehatan dan lainnya yang secara hukum diterapkan
kepada pemegang paspor diplomatik dan dinas tersebut

Pasal 4
Visa Bagi Anggota Misi Diplomatik dan Konsuler

Warga negara dari salah satu pihak yang merupakan pemegang paspor
diplomatik dan dinas yang sah merujuk kepada Pasal 1 persetujuan ini,
ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah Pihak
lain, termasuk anggota keluarga mereka (anggota keluarga merujuk
kepada suamifisti, anak-anak yang berumur di bawah 25 tahun, belum
menikah dan tidak bekerja, serta orang tua yang ditanggung), wajib
dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dan Kedutaan
Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut

Pasal 5
Hak Penolakan

Salah satu Pihak berhak untuk menclak memberikan izin masuk atau
memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan
visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini apabila dianggap
bahwa orang tersebut tidak dikehendaki

Pasal 6
Hak Pihak Berwenang

. Persetujuan ini wajib tidak membebaskan warga negara Para Pihak dari
kewajiban untuk menghormati peraturan perundang-undangan Pihak
lainnya ketika memasuki wilayah Pihak lainnya, termasuk tetapl tidak
terbatas pada perundang-undangan yang berkenaan dengan masuk,
tinggal dan perginya orang asing,

. Persetujuan ini tidak mempengaruhi hukum dan/atau peraturan yang
berlakuy di kedua belah pihak terkait dengan keamanan internal dan
masuk, tinggal dan pergerakan orang asing.

Pasal T
Tempat-tempat Pemeriksaan Masuk dan Keberangkatan

Warga negara masing-masing Pihak, pemegang paspor diplomatik atau
dinas, wajib memasuki dan meninggalkan wilayah negara Pihak lain
melalui  tempat-tempat pemeriksaan yang dibuka untuk lalu lintas
penumpang internasional.
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Pasal §
Penangguhan

. Masing-masing Pihak dapat menangguhkan Persetujuan ini baik secara
kezeluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan
nasional, ketertiban umum, atau kesehatan publik.

. Pengenalan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk
dalam Ayat 1 Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya
melalui saluran diplomatik.

Pasal 9
Contoh dan Penerbitan Paspor atau Dokumen Perjalanan

. Para Pihak wajib saling bertukar melalui saluran diplomatik, dalam
jangka waktu 30 ({tiga puluh) han setelah penandatanganan
Persetujuan ini, contoh-contoh paspor diplomatik dan dinas yang sah

. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik dan dinas baru, sera
modifikasi terhadap yang telah ada, para Pihak wajic saling
memberitanukan secara tertulis, melalui saluran diplematik, mengenai
setiap perubahan tidak lebih dan 30 ({tiga puluh) hari sebelum
pengenalan resminya

. Dalam hal paspor diplomatik atau paspor dinas milik warga negara
salah satu Pihak hilang atau rusak di wilayah Pihak lainnya, maka yang
bersangkutan wajib segera memberikan pemberitahuan kepada pihak
yang berwanang di wilayah tersebut melalut misi diplomatik atau kantor
konsuler negaranya. Misi diplomatik atau kantor konsuler dimaksud
wajib menerbitkan dokumen perjalanan yang sesuai dengan peraturan
yang berlaku di negaranya bagi warga negara tersebut

Pasal 10
Penyelesaian Senghketa

Setfiap perbedaaan atau sengketa yang timbul terhadap penafsiran atau
pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan Persetujuan ini wajib diselesaikan
secara damai melalu konsultasi atau perundingan Para Pihak,

Pasal 11
Perubahan

Persetujuan ini dapat diubah atau direvizi, melalui kesepakatan bersama
secara tertulis oleh Para Pihak Perubahan atau revisi dimaksud wajib
mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Ayat 1 dari Pasal 12 Persetujuan
Ini, dan merupakan suatu kesatuan dari Persetujuan ini.
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Pasal 12
Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran

1. Persetujuan ini mulai berlaku setelah 30 (liga puluh) han sejak tanggal
penarimaan pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling
memberitahukan melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan
uniuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam
masing-masing peraturan perundang-undangan nasionalnya telah
dipenuhi.

. Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat diperbaharui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya,
kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini
dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Fihak lainnya, melalui
saluran diplomatik, setidak-tidaknya 23 (tiga) bulan sebelum tanggal
pengakhiran yang diinginkan.

Yang bertanda tangan di bawah ini, yang diben kuasa penuh oleh
Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini,

Dibuat di New York pada tanggal 23 September tahun 2011, rangkap dua
dalam bahasa Indonesia, Kyrgyz dan Inggris, semua naskah memiliki
kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran,
naskah Bahasa Inggris wajib berlaku

-

|
UNTWK FEHEHIINTAH REPUBLIK UNTUK PEMERINTAH REPUBLI

i A . Kazakbaev Ruslan Aitbaevich
Mentefi Luar Negeri Menteri Luar Negeri
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HHAOHE3MSA PECITYBJIHKACBIHBIH OKMOTYHYH AAHA
KbIPI'bI3 PECHYEJHKACBIHBIH OKMOTYHYH OPTOCYH/IAIDBI
JHILTIOMATHAJIBIK FKAHA KbI3MATTBIK NACITOPTTOPYH
92JIEPH YUYYH BH3ACBI3 TAPTHI1 OPHOTYY JKOHYH/IO
MAKY.JJIALLIYY

Munaan apu "Tapanrap” gen aranvyuy Mupgonuezus PecnydnukaciHEIH
Ormery mata Kepres Pecnyvinukaceinein CkveTy;

KM OJIKBHYH OPTOCYHIRTE TOCTYK MAMHICTICPIN 3CKE A71YY MeHEH,

HuponesvaneH  wana  KeIpruicranieii JHIUIOMATHATBIE  JKala
KBI3MATTHIK MACHOPTRO 33 GOAroH SKAPAHIaphl yHMYH KM @IKeTe KMPYYHY
HOHOKOHIOTYY APKEAYY DKM TAPanTYY MAMHIEIEpAM MEIHJAH ApLl KYHOTYY
HHETHH DHAIHPYY MEHEH;

TapanTapibit MaMIEKETTEPHHMH MBIH3AMOAPLIHNG KAUa IPEHENEPHHE
LTARBIE;

TEMOHLBIY ] HOHYHE KETHINNMIT KENHIITHS

I-GEPEHE
BH3A AJNYYIAH BOLIOTYY

Hugonesna  PecnyOamkaceinsn  wana  Keipruiz  PecnyGamkacinein

HWAPAKTYY OMIVIOMATHANLIE 3KE KLEIMATTEIE TRACNOPTKO 73 DOAToH JKapaiinapsl
sEnHyl Tapanteid aiiMarsina 30 Kydged allnarad Me3rdnre KUPYY. TPaHIdT
MEHEH OTYY HAHA an  afiMakTa KYpyy YYYH BHMTa A0VY  TANANTAPLHAN

GOUITYIAT.
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2-EEPEHE
MACIHOPTTYH WAPAKTYY MOOHOTY

Ap ﬁ}'lp Tﬂpﬁl’lThlIl MAMJIEKETHHHAIT EAPAHIAPLINBIN  AHINIOMATHAIRK
HWaHA KBITMETTHE NACNOPTTORYHYH WAPAKTYY MeoHeTy JKHHYH TEPEII'ITI;III

EUIKOCYHE KHPTCH KYHIO Heinn kemuiae O (wimen) afiae Ty3ymy Kepek,

J-BEPEHE
BH3AIBIK UEKTOO

Ap Bup TapanTeiH KAPAKTYY AMIVIOMATHAABIE KC  KLEIMATTBIK

nacnoprropysyn  ownepn Gyn Maxyiagamyy  Sowonua Tapamrapiein

MAMJICKETTEPHHNE MBIAZAMIAPEIHIA KADAITaH #aHa IHTUIOMATHAILIE #aHa
KWIMATTWE  NACHOPTTORAYH  YUIEPHHE  KOUMJOHYIYWY MyMKYH Goiron
KOOTIICYIIYK, MHIPaNHA, GaMbl JKaHa CAHHTADABE YEKTOIOpIeH THINIKAPLI
KOMICTSHTTYY Oprandap ApKUIYY SHAKTBIPRUINEH MYHETTAP apkbulyy KHpHil-

HBITYYra, AHMAKTA KYPYYTe YEYKTYY.

4-BEPEHE
AHILTOMATHHIBIK OKYTUYJAYKTOPAYH SKAHA KOHCYJIYK
MEKEMEJEPJHH MY4YE.10PY YYYH BH3A

Tapanrapown Gyva Magynnaunvynyn l-cTaTeAcHIHAA  Kapanarad
AHIIOMATHANBIE e KHIMATTME  [NACTIOPTTOPYHA 93,  JTHINIOMATHANLIK
OKYJIHMYIYKTOPAYH € KOHCV/IAYK  MEKEMEJISPIMH  MY4ei0py  KaTapsl
Dafibindanral  kapaniapsl kana anapamn  yi-Gyne syuweaopy (Uyi-Oyne
MydoJopy” TepMHHM  KyHoocyHe At 1Mia KAHA aTA-DHECHUEH KO3 KAPAIILL
nredered, yiioHe WICK/ TypMy LK dsira ek 25 sawka ueiinign Da11apLiHa
MaHA KO3 KapaHIbl aTa-aHEeIePHHE THEWSIYY) dKuHun Tapamiuin enxocynyn
afimareing  KMpyyaen  smypaa  oxmHud TapanTein MIVIOMATHANIBIK
DKYIUYIYKTOPYHIO JKE KOHCYIYE MEKeMEIepPHHIE KHPYY BHIACKIH alyyey

KEpEeK.
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5-BEPEHE
BAILL TAPTYY YEYIT'Y

Ap Gup Tapan ywyn MakyulnyyHyH aikarelHja BH3a  aayyjad
DOWOTVAIAH KAPAH/IBL SKATBIMCHI3 JICN DCONTECE, anma MBIHTAR kapad’a
aitvakka Kupyyre ypykcar Oepyyaen Gawn Tapra auarT ke alMakTa TYpYY
MOOHOTYH KLICKapTyyra ana Oyad MakyijalyyHyH alKkarkiHia Ba3ajiaH

DOWOTYYHY Qb CANYYTE YEVETYY.

6- BEPEHE
PACMHMHA OPFAH/IbIH YKYI'Y

. bup Tapanteiv wapanaapsl JxHH4YH Tapanteld aiiMarsniia KMpYYLo,
upIfyyaa  maHa  afiMakta  Donyyna  OWod  MaMIeKeTTHH  MbiizaMIapein
VPMATTOOr0 MHANETYY.

2. byn Magvaonawryy axi TapanTelH TeH WUKW KOOMCY3IAVIVHA #AHa uMeT
IKENYK SKAPAHMAPALIH KHPYY. UBITYY skama afiMakta TYpyyoyHa See ep
KOTOPYYCYHR  THCWCHYY HIUTCI  KATKAN  MBIEAMIAPBIL  HE  HeleM/IHK

JAOKYMEHTTEPHHE TaacHPHH THHrHa0ekT.

7-BEFEHE
KHPYY JKAHA YUbITYY KO3OMOI-O0TKOPMO JKANDI

-l.apﬂllmpﬂh[H MAMACKCTTCPHHHA JAHNAMATHANTBIE  3KE  KbITMATIBIK
NACHOPTIOPrG 37 WApanlaphl SKHHYH TBPHHTHH SKOCYHYH alimarsiHa a0
ApankiE KYPIYHHYIOP YUYYH A4BUITAH  KedeMen-eTkepde mailkl apeblIvy

KHPHITST #aHd YBITBILIEAT,
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8- BEPEHE
MAKYJJAIIYYHYH KOTJOHYJIVIUYH YEAKTBLIYY TOKTOTYY

I. Ap Gup Tapan ynyTTyvk KOONCYIIVK, KOOMIVE TapTHil e KOOM/IYE
CAAMATTBIKTBL cakToo cebenrepn Botonya ymwya Makyaiamyynyn wmny
TOAYIY MEHEH e HMAPLM-KAPThUIaH YOaKTeIIYY TOKTOTO 3/1aT.

. Ap Gup Tapan Ova Gepedenmn 1=nyHETYHAA KOPLaTyiren  yDakTsyy
TOKTOTYY MOUYH/© Tl apadsld WIHHAE AHNIOMATHANBIK Kapamiap

apkLYY kabapaap Goaviy kepek,

9- BEPEHE
MNACHOPTTYH YATYCY HAHA NNACITOPTTOPAY KE KOJLIO
HYPYYHYH NTOKYMEHTTEPHH BEPYY

1. Tapanrap Gyn Makymmamyyra koa goonran kynen Ganrran orys (30)
KYH  HYHHIE AHIIOMATHAIBIK KAHANIAP APKBLTYY [IHILIOMATHABIK Kana
KLIAMATTRIK ﬂﬂcnﬂl:rfl‘ﬂp,ﬂyfi 'lll".l'll'lll'.'lﬁp'll" MOEHEN AIMAILBIIIAT,

2. JKanel IHIIOMATHAILIE #AHa KBISMATTBIK MACIOPTTOR YblIaphlica e
KMIIOHYY1aI b DACOOPTIOPIe e3repTyyaep knpruswice, Tapantap anapasin

Hike kuprinnae oTys (30} kyu kanranra deliHn IMNIOMATHANBIE Kaualuap

APKBLTYY walvy Typyuie Gupu-Gupune Sumpminer.

3. TapanTein wapaus Dawka TapanTein afivarelina IHIIOMATHAIBE e
KBI3MATIBIK NACIOPTYH KOIOTYN KUdepee e OYIran anca, ©3 MaMmiICKeTHHHU
AHIUIOMETHAIBIK  OKYIMYIYKTOPY HE KOHCYIIVE MEKCMEICPH  apeblyy  Ted
apadbiH HYHHAE KENreH MaMICKSTTHH KOMIETEHTTYY oprasjiapsina Guaanper.
JHIIOMATHANBLIK SKYTYYTYKTOPY e KOHCYIYK MCKEMEIEPH 03 MAMICKCTHHHH
MBIF3AMBIHA BINATLIK a0 H‘fﬂpﬂri,ﬂ.ﬂp[ﬂ 'I'I-'II'.Jl]I!CJI‘r"'y’ MAMICECTHE K-E.FI'I'}'}'E}’ "I'"-I‘r']I

Ry Y JoxyMent Geper,
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10- BEPEHE
TAJAII-TAPTBIIUTAPILI YEHYY TAPTHEH

Maxyngamyyny TaAKYYA00[0 K Nalla anyyid Ke/ui YsIKKan Kaiuw
nuxupacp  Tapanrap  oprocynaa  TeIHY,  KOHCYBTAllHANApAW  KaHa

CYAAOIIYYAOPIY OTKOPYY APKBLIYY UCUHHICT.

11- BEPEHE
O3roPTYYJIOPLY KHPIH3YY

byva  Makynnamwyy  Tapanrmapaem @3 apa Kasyy  Ey3IyHaery

MAKYIAYYCY APKEUIYY 83repTyIyIy #e kalipa xapansime myMeyH. Munmai
DINOPTYY Ae Kalipa kapoo yya Makyvigauyyiyn 12-0epenecHiiy 1-NyHETYHA
LMK KydyHe kHper ana vy Magyngawyyays aseiparsic Senyry Gonyo
ICEOTEACT.
12-hEPEHE
KYYYHO KHPHLIIH, HINTOO MOOHOTY HAHA
TOKTOTYAYINY

LBy Magynnamyy Taparmrapiasin ap GHPH anLm Kyuyne KMpHITH Y4y
Dapaelk  won-moDoMoplY  ATKAPraHILINLL  KOHYHIe  axkblpkel  OHAAMpYY
JIHILTOMETHANBIK KANANAD apkLayy ansmranpan cuiing 30 (orys) kynjon con
KY4YHE KHpET.

2. bya Makyngawyy 3 (Bewr) sen HuMbge o3 kyuydae Goaor wana
TapanTap/iblH &3 apa Ha3yy JHYIYHABMY MAKYI0AWyyey seHen kufinuku 5 (Dew)
MBINCA YIIPTLNBIIE MYyMKYH, owon aae yiakra Tapanmapauim ap Gups dKmHHun
Tapalika AHIIOMATHANLIK Kanaliap apeelyy  Masyajauyyny  ToKToTYYra
kemunae 3 (yu) all kanranga sasyy sysymiery Onmmpyy meHeTyy apReuIyy
yinyn Magyaaamy yHyHyH KOII0HYAYIYH TOKTOTO &1aT,

Myny  wipactoo  yuyn, Tapantapiawld  OxMmeTTepyHyH  wifirapaiiyy

BKYLOepy Yy Makylianyyra Ko Koy,
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Heto-Hopk maapunga 201 1-mmaesm 23-cenmabpeinga okn BycKajarst
HELTOHCEHA, KMPI'I:.T.']- WdHa aHraHe 'I'I'I.I'.IIICFHH_!]_{: T‘!Il':'l-'llrjul"r, ﬁﬂ]:'.l_.'[h.[]( TCKC'I'I"EI}
EHF}B,HI:.I HOPIIHEATEIK KYy4YKe ¥ MHH’}"."I;‘IH.UJ}'}'H}"H }I{ﬂ’ﬁﬂ,l][!p}"l! TAITKY Y0000
Kai4pl NHEMPIEP KeIHN YbIKCA, alrHe THAMALETH TEKCT apThIKMbUIBIKKA 33

Do,

Huaonesnn Pecnypankacsinbin Kuiprsis Pecn

THMOF
en

b3 PecnyfnnkacsiHsi TeILIKE
HITCR MAHHCTPH
Pycaan Kazaxbaes
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REFUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOYERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC
ON
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
SERVICE PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the
Kyrayz Republic hereinafter referred to as «the Partiess,

Considering the existing fiendly relations between the two couniries;

Desiring to further strengthen such relations, on a reciprocal basis, by
facilitating the entry of nationals of Kyrgyzstan and Indonesia, holders of
diplomatic and service passports, into each other country;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of respective countries;
Have agreed as follows:

ARTICLE 1
Visa exemption

MNatignals of the Republic of Indonesia and nationals of the Kyrgyz Republic,
helding valid diplomatic or service passports, shall not be required to obtain
a visa to enter, transit and stay in the territory of either Party for a period
which does not exceed 30 (thirty) days from the date of each entry.

ARTICLE 2
Duration of passport validity

The duration of diplomatic and service passports validity of nationals of the
country of either Party shall be at least 6 (six) month an the date of entry into
the territory of the country of the other Party.

ARTICLE 3
Visa Restriction

Holders of the valid diplomatic or service passport of either Party referred to
this Agreement may enter into, visit and depart from any place and point of
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the respective country, which 15 permitted by its competent authorities,
without any restriction except for those stipulated in the security, migratory,
customs and sanitary provisions and other which may be legally applicable
to holders of diplomatic and service passports.

ARTICLE 4
Visa for members of diplomatic and consular missions

Nationals of the country of either Party, holders of valid diplomatic or service
passport referred to Article 1 of this Agreement, assigned as members of
diplomatic or consular mission in the territory of the country of other Party,
including their family members (the term «family memberss refers to
husband/wife, unmarried children under the age of 25 years and who are
unemployed, and dependent parents), shall be required to obtain
appropriate entry visa from the diplomatic or consular mission of the other
Party prior to the entry.

ARTICLE 5
Rights of refusal

Either Party reserves the rights to refuse admission of entry, shorten or end
the duration of stay of nationals of the country of the other Party entitled to
visa exception and facilities under this Agreement if it considers that person
is found to be undesirable.

ARTICLE &
Rights of authorities

. This Agreement shall not exempt nationals of either Party from the
obligation to respect the laws and regulations of the other Party when
entering into the territory of the other Party, Including but not limited to
the laws and regulations concerning the entry, stay and exit of foreigners.

This Agreement does neot affect the applicable laws andfor regulations of
both Parties relating to internal security and the entry, stay or movement
of foreigners.

ARTICLET
Check points of entry and departure

Mationals of the country of either Party, holders of diplomatic or service
passports, shall enter into and depart from the territory of the country of the
other Party through check-points open for international passenger traffic
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ARTICLE 8
Suspension

. Each Party may suspend this Agreement either in whole or in part, for
reasons of national security, public erder or public health.

. The introduction, as well as termination of the measures referred to in
paragraph 1 of this Article shall immediately be notified to the other Party
through diplomatic channels.

ARTICLE 9
Specimen and issuance of passports or travel documents

. The Parties shall exchange, through diplomatic channels, within 30
(thirty) days after signing of this Agreement. the specimens of their valid
diplomatic and service passports,

. In case of introduction of new diplomatic or service passports, as well as,
modifications of the existing ones, the Parties shall infoerm each other in
writing, through diplomatic channels, about any changes not later than 30
(thirty) days prior to their official introduction

. In case of nationals of either Party |lose or damage their diplomatic or
service passports in the territory of the country of the other Party, they
shall immediately inform the competent authorities of the receiving state
through diplomatic mission or consular office of the state of their
nationality. The diplomatic mission or consular office concerned shall
issue to the aforementioned persons, in conformity with the legislation of
their state, a document for returning to the state of their nationality.

ARTICLE 10
Settlement of disputes

Any difference or dispute arising out of the interpretation or implementation
of this Agreement shall be setfied amicably through consultations or
negotiations between the Parties.

ARTICLE 11
Amendments

This Agreement may be amended or revised at any time by mutual consent
in writing of the Parties. Such amendment or revision shall enter into force
according fo the provisions of paragraph 1 of Article 11 of this Agreement
and form as an integral part of this Agreement.
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ARTICLE 12
Enter into force duration and termination

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days after the receipt of
the last notification in which the Parties notify each other, through
diplomatic channels, that their internal requirement for the entry into force
of this Agreement have been fulfilled.

. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and
may be renswed consecutively for further period of & (five) years by
mutual consent of the Parties in writing. unless either Party decides to
terminate this Agreement by giving written notice to the other Party,
through diplomatic channels, at least 3 (three) month prior to the
expected termination date.

In witness whereof the undersigned, being duly authonzed thereto
by their respective Gavernments, have signed the present Agresment.

Done at New York on this 237 day of September in the year two
thousand and eleven in duplicate in the Kyrgyz, Indonesian and English
languages. All texts being equally authentic. In case of any divergence of
interpretation, the English text shall prevail.

P

FOR THE GOVERNMENT OF

M. Natalegawa | H. .ﬁmkbm Ruslan Aitbaevich
| oreign Affairs Minister of Foreign Affairs
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